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ABSTRAK

Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana dalam penanggulangan tindak
pidana Penyalagunaan kartu kredit adalah dengan diadakannya pembaruan hukum
dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dimana ketent.an
Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP karena sudah tidak relevan digunakan untuk
menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.

Adapun kebijakan yang ditempuh didalam mengantisipasi Penyalahgunaan
Kartu Kredit adalah dengan Pembaruan RKUHP, sangat diperlukan untuk menjaring
para pelaku kejahatan karena KUHP yang berlaku saat ini serta RKUHP yang telah
ada belum mengatur mengenai penanggulangan penyalahgunaan sementara
kejahatannya sangat banyak terjadi. Dengan demikian untuk mengantisipasi
penyalahgunaan kartu kredit, maka kebijakan yang harus ditempuh oleh Pemerintah
adalah penemuan hukum (rechtfinding) harus segera dilakukan dikarenakan belym
ada ketentuan yang mengatur mengenai penanggulangan kartu kredit.
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BAB 1V

PENUTUP

- A, Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat diambil suatu kesimpulan dan

diajukan saran-saran sebagai berikut:

I. Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana dalam penanggulangan tindak pidana

Penyalagunaan kartu kredit adalah dengan diadakannya pembaruan hukum
dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit dimana
ketentuan Pasal 263 dan Pasal 378 KUHP karena sudah tidak relevan
digunakan untuk menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit.

Kebijakan yang di tempuh dalam mengantisipasi Penyalagunaan Kartu Kredit
adalah Pembaruan RKUHP sangat diperlukan untuk menjaring para pelaku

kejahatan karena KUHP yang berlaku saat ini serta RKUHP yang telah ada

belum mengatur mengenai penangulangan penyalahgunaan  sementara

kejahatannya sangat banyak terjadi.

Dengan demikian untuk mengantisipasi

penyalahgunaan kartu kredit, maka kebijakan yang harus ditempuh oleh

Pemerintah adalah penemuan hukum (rechtfinding) harus segera dilakukan

dikarenakan belum ada ketentuan yang mengatur mengenai penanggulangan
Kartu kredit.
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